PERATURAN BUPATI REMBANG
NOMOR 43 TAHUN 2009
TENTANG

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menimbang

.-

Mengingat

D

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

bahwa penyelenggaraan Penanggulangan bencana merupakan
tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Penanggulangan yang
efektif, terpadu, Ccepat dan terkoordinas;j maka diperlukan suatu
lembaga yang menanganinya:

menetapkan Peraturan Bupati tentang
Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Peraturan Perundang-undangan
Indonesia Tahun 2004 Nomor 93,
Republik Indonesia Nomor 4389);

(Lembaran Negara Republik
Tambahan Lembaran Negara

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007,

tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan

Pemerintahan Daerah
abupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indon
00

esia Tahun
Nomor 82, Tambahan Lembaran €gara Republik
Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

oo andidit remenntan Nomor 41

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 21

8. Peraturan Pemerintah Nomor

9. Peraturan Perherintah Nomor 23 Tahu

10. Peraturan Presiden Nomor 8

11. Peraturan Menteri Dal

12,

PERATURAN BUPATI TENTANG
BENCANA DAERAH KABUPATE

Tahun 2007 tentang

aran Negara Republik
bahan Lembaran Negara

Organisasi Perangkat Daerah (Lemb
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tam
Republik Indonesia Nomor 4741)

Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

22 Tahun 2008 tentang
Ntuan Bencana (Lembaran
2008 Nomor 43, Tambahan
sia Nomor 4829)

Pendanaan Dan Pengelolaan Ba
Negara Republik Indonesia Tahun
Lembaran Negara Republik Indone

n 2008 tentang Peran
Dan Lembaga Asing Non
angan Bencana (Lembaran
un 2008 Nomor 44 Tambahan
onesia Nomor 4830);

Serta Lembaga internasional
Pemerintah Dalam Penanggul
Negara Republik Indonesia Tah
Lembaran Negara Republik Ind

Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana:

am Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan

Bencana Daerah:

Peraturan Kepala Badan Na
Nomor 3 Tahun 2008 tentan
Penanggu!angan Bencana.

sional Penanggulangan Bencana
g Pedoman Pembentukan Badan

MEMUTUSKAN :

BADAN PENANGGULANGAN
N REMBANG

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati inj yang dimaksud dengan :

1.

2.

3.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Rembang.

Bupati adalah Bupati Rembang.

Badan Nasional p
disingkat BNPB ag
sesuai dengan kete

enanggulangan Bencana
alah lembaga pemerintah
ntuan peraturan perundang-u

yang selanjutnya
non departemen
ndangan.



Kedudukan
Pasal 3

BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BPBD di

pimpin Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekre
Daerah.

taris

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

_ Pasal 4
BPBD mempunyai tugas:

a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat,
rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara:

b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
Penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;

menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana:

menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana:

e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati

setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam
kondisi darurat bencana:

f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
g. mempertanggungjawabkan Peénggunaan anggaran yang diterima darj
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: dan

. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Penetapan pedoman dan pengarahan terhada
bencana sebagaimana dim

p usaha penanggulangan
kebijakan Pemerintah Daera

aksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan
h dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana'

Pasal 5

garakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
mempunyai fungsi:

a.

b.

a.
b.
C.

Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan
Pe€nanganan pengungsi dengan bertindak ce

pat dan tepat, efektif dan efisien:
pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Penanggulangan bencana secara
terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB Il
ORGANISAS|

Bagian Kesatu
Susunan Organisas;

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD terdiri atas:

kepala:
unsur pengarah: dan
unsur pelaksana.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah



“engaturan Unsur pengarah BPBD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan
3erundang-undangan.

Pasal 8

1 Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas
memberikan  masukan dan saran

kepada Kepala BPBD dalam
Penanggulangan bencana.

2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur
pengarah menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan Penanggulangan bencana daerah:
b. pemantauan:

C. evakuasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana

P'asal Q

{eanggotaan unsur pengarah dan bengaturannya ditetapkan sesuyai dengan
<etentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 10

1) Unsur pelaksana BPBD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
kepala BPBD.

Unsur pelaksana BPBD dipimpin kepala pelaksana
BPBD

dalam Penyelenggaraan tugas dan fungsi

yang membanty Kepala
sehari-harj

unsur pelaksana BPRD

Pasal 11

Jn'sur pelaksana BPBD sebagaimana d

1elaksanakan P€nanggulangan bencan
‘ prabencana:

Saat tanggap darurat; dan
pascabencana.

imaksud dalam Pasa| 10 me

mpunyai tugas
a secara terintegrasi meliputi :

Pasal 12

nsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :
Pengoordinasian:

pengkomandoan; dan
pelaksana.

Pasal 13

bagaimana dimaksud dalam Pasa| 12 huruf a, merupakan
ur pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan
*rangkat daerah lainnya yang terkait, instansj vertikal yan

saha, dan/atay pihak |

, ; g ada di daerah, lembaga
ain yang diperlukan Pada tahap pra bencana dan pasca
:Ncana.

2



PRSI

rdasdl 19

-ungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 h
fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD dilaksanakan seca
terintegrasi dengan perangkat daerah yang terkait, instansi v
daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraa
bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

uruf ¢, merupakan
ra terkordinasi dan
ertikal yang ada di
N penanggulangan

Pasal 16

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD menggunakan klasifikasi B dengan
berdasar atas beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan

Pasal 17

(1) Unsur Pelaksana BPBD seba
atas:
a. kepala pelaksana:
b. sekretariat unsur pelaksana:
C. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan:
d. seksi kedaruratan dan logistik; dan
€. seksirehabilitasi dan rekonstruksi.

gaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada
Kepala Pelaksana BPBD.

(3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada
Kepala Pelaksana BPBD.

(4) Bagan organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 18
(1)  Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam
mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap

program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.

(2)  Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengkoordinasian, sinkronisasi, integrasi  program perencanaan dan
perumusan kebijakan di lingkunga

n BPBD:
b. pembinaan dan pelayanari administrasi ketatausahaan, hukum dan
peraturan perundang-undangan organisasi, tata laksana, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah
tangga;

C. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol:
d. fasilitas pelaksanaan tu

gas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan
bencana;

€. pengumpulan data dan inform
f. pengkoordinasian data penyu

~4

asi kebencanaan diwilayahnya; dan
sunan laporan Pe€nanggulangan bencana.

(3) Seksi pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas memban
Pelaksana dalam mengkoordinasikan

Pencegahan, mitigasi dan
pemberdayaan masyarakat.

tu Kepala
dan melaksanakan kebijakan di bidang

kesiapsiagaan pada prabencana serta

(4)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaks

pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan, mitigasi dan kesi
pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat:

ud pada ayat (3), seksi



mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan
masyarakat;

pelaksana hubungan kerja dengan instansi atau lembaga ter
pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
pemberdayaan masyarakat;

- pemantauan, evakuasi dan analisa pelaporan pelaksanaan kebijakan

dibidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta
pemberdayaan masyarakat.

kait di bidang
pada prabencana serta

(5) Seksi kedaruratan dan logistik mempunyai tugas membantu kepada pelaksana
dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

(6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di
kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat
tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan
bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan
dukungan logistik:

c. komando pelaksanaan penanggulan

d. pelaksanaan hubungan kerja dibi

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik:
€. pemantauan, evakuasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan

kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat,
penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

maksud pada ayat (5), seksi

gan bencana saat tanggap darurat;
dang penanggulangan bencana pada

(7) Seksi rehabilitasi dan rekonstruksi mempun
Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan
penaggulangan bencana paca pasca benca

yai tugas membantu Kepala

melaksanakan kebijakan dibidang
na.

(8) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), <eksi
rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dibidan

g penaggulangan bencana pada pasca
bencana;

b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang penanggulangan
bencana pada pasca bencana;

C. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penaggulangan bencana pada
pasca bencana;

d. pemantauan, evakuasi

v dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan
kebijakan dibidang penaggulangan bencana pada pasca bencana.

Pasal 19

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat membentuk
satuan tugas, seperti satuan t

! ugas pengendalian operasional, satuan tugas reaksi
cepat dan satuan tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 20

(1) Kepala Pelaksana BPBD seba

gaimana dimaks
huruf a, adalah jabatan struktura

ud dalam Pasal 17 ayat (1)
| eselon lll.a.

(2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, adalah jabatan
struktural eselon IV .a.



S S -

Pasal 21

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang
memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan
integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 22
BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi.

Pasal 23
Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di
lingkungan masing-masing.

Pasal 24
Pimpinan  Unsur Pelaksana BPBD bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 25

Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam

melaksanakan tugas melakukan
pembinaan dan pen

gawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 26

‘Unsur pengarah melaksanakan sidang secara berkala dan/atau sewaktu-wakty.
sesuai dengan kebutuhan yang diteta

pkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur
Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasal 27

Unsur pengarah dapat mengundang lembaga
daerah. lembaga usaha, lembaga in

anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Pasai 28

Hubungan kerja antara BPBD Provinsi Jawa Tengah dengan BPBD bersifat
memfasilitasi/koordinasi dan pada saa

t penanganan darurat bencana BPBD Propinsi
Jawa Tengah dapat melaksanakan fungsi Komando, Koordinasi dan Pelaksana.

Pasal 29

Hubungan kerja antara BPBD dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dala

i m rangka upaya peningkatan
kualitas penyelenggaraan penarnggulangan bencana.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 30
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan
oleh Bupati.
BAB V|

PELAPORAN



BPBD menyusun laporan penyelenggaraa
laporan situasi kejadian bencana;

b laporan bulanan kejadian bencana:

C.  laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana:

d.

laporan penerimaan dan pengeluaran bantuan yang berasal dari sumbang
masyarakat;

laporan pertanggungjawaban dan kontinjensi bencana

dana siap pakai, dan
dana bantuan sosial berupa hibah yang berasal dari BNPB.

N penanggulangan bencana antara lain

)

@,

BAB Vi
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pembiayaan BPBD dalam penan

ganan bencana dibebankan pada APBD dan
sumber-sumber lainnya y

ang sah dan tidak mengikat.
BAB X
PENUTUP

Pasal 33

Dengan terbentuknya BPBD, maka Ke

putusan Bupati Rembang Nomor 167 Tahun
2005  tentang Pembentukan  Satuan Pelaksana

Pasal 34
l5eraturan Bupati ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta

: hkan pengundangan Peraturan Bupati
Ini dengan penempatannya dal

am Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 Mspumyer 20 )

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM
Diundangkan di Rembang

Rada tanggal ;3 MMepember RoOy

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

A

HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 43



LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 4% Tahun 2009

Tanggal: | & Nop=mber 2004

STRUKTUR BADAN PENGANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN REMBANG
KEPALA BPBD ]
UNSUR PENGARAH UNSUR PELAKSANA
-INSTANSI KEPALA PELAKSANA
- PROFESIONAL / AHLI BPBD
SEKRETARIAT
SEKSI SEKSI SEKSI
PENCEGAHAN DAN KEDARURATAN REHABILITASI DAN
KESIAPSIAGAAN DAN LOGISTIK REKONSTRUKEI

BUPATI REMBANG

e

H. MOCH. SALIM



